SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG BADAN

KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat
Struktural serta staf pelaksana pada sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sehingga perlu
dilakukan penyesuaian struktur kepengurusan Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2022
Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-—
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5656), sebagaimana  telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor
870);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1160);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU
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Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA.

Menetapkan Perubahan struktur kepengurusan Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
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KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 107 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

A.PENGURUS
PEMBINA

KETUA

KETUA PELAKSANA

B. PELAKSANA KEGIATAN
KOORDINATOR

WAKIL KOORDINATOR/
EDITOR

1. Kenly M. Poluan

(Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)
2. Meidy Y. Tinangon

(Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara)
3. Lanny A. Ointu

(Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara)
4. Salaman Saelangi

(Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara)
5. Awaluddin Umbola

(Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara)

Meidy Malonda
(P1t. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara)

Carles Worotitjan
(Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat)

Novie T. Runtukahu
(Kepala Sub Bagian Teknis dan Humpas)

1. Rudy Lalonsang

(Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik)
2. Ferdynand Raintung

(Kepala Sub Bagian Keuangan)
3. Lidya Rantung

(Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM)
4. Vanda Surentu

(Kepala Sub Bagian Perencanaan)
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5. Christie Talumewo
(Kepala Sub Bagian Data dan Informasi)

ANGGOTA PELAKSANA
KEGIATAN

Yulita Pusung
Juita Purnamasari
Ivan Tumewu
Randy Julianto
Ambo Tahang
M. Wisdariansyah Anzar
Indra Pakaya
Enjels Kaseger
Endra Paendong
. Clinton Masengi
. Philip Tjiptomo
. Rizka Aprilia
. Novrianus R. Lumentut
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM




